MImELTRY OF TRADL

‘BAPPEBTI‘

Uang Kripto Bakal Kena Pajak, Ini Usulan Tarif Dari Asosiasi

Tanggal :Jum'at, 14 Mei 2021

Media :
Halaman
Wartawan :
Muatan Berita :
Narasumber :
Rubrik

Topik :

Teguh Kurniawan (Chief Compliance Officer (CCO) Tokocrypto)

Uang Kripto Bakal Kena Pajak, Ini
Usulan Tarif dari Asosiasi

Asosiasi Pedagang Aset Kripto Tndonesia (Aspakrindo)
‘mengaku telah mengajukan proposal pengenaan tarif
pengenaan pajak vang kripto. Usulan ini sudah dizjukan
Kepada Tiadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komaditi
(Bappeb)

“Dari Aspakrindo telah mengajukan proposal angka ke
Bappebi terkait PPh final dan PPN, kata Ketua Umum
Aspakrindo Teguh Kurniawan kepada kumparan, Jumat
14/5)

Meski begitu, ia menyebut, hingga saat ini belum ada
respons yang disampaikan oleh Bappebi terkait usulan
pajak tadi. Di samping itu, Aspakrindo uga belum
melakukan diskusi dengan Direkloral Jenderal (Ditjen)
Pajak mengenai pajak vang Kipto.

“Namun saat ini belum ada respons lebih lanjut tentang hal

dari PPh Final di capital markel,” jelasnya.

Dia menambahkan, asosiasi mendukung rencania
‘pemerintah untuk mengenakan pajak atas investasi di aset
eryptocurrency. Kebijakan ini inilai akan mendorong
induste ni lebih berkembang, serta berkontibusi ke
pendapatan negara melalui perpajakan.

menyulitkan para trader dan ivestor melihat industri ini
‘masih terbilang sangat baru. Tangan sampai para investor
Kripto memilih untuk melakukan trading di luar negeri yang.
‘malah mengakibatkan opportunity lost bagi Indonesia,” jelas
Toguh.

‘Sementara itu, CEO Indodas Oscar Damarwan berpendapat,

Vaitu 0,1 persen final atau bisa lobih rendah

“Pala transaksi aset Kripto sama seperti pasar saham sama,”
Katanya

ditiap

‘besar. Di

Rp 500 milia per hari pada tahun 2021

Sebelumnya, Ditjen Pajak Surgo Utoma menjelaskan, saat
ini pibaknya tengah melskukan diskusi bagaimana,

Jkan Biteoin C logik
Titcoin dan uang kripto lainnya ini sama seperti investasi,
sehingga ada keuntungan yang ditimbulken.

“Pada waklu investasitadi ertambah lebih besar, investasi

i Rp 3 juta, Jadi ada keunte
diinvestor Rp 2 juta. Bagaimana memajakinya?” kata Suryo
‘saat media briefing pajak, Senin (10/3).

Meski begitu, ia mengatakan, otoritas pajak harus betul-
‘betul melihat apakah hasil investasi sebesar Rp 3 juta ni bisa
ditukarkan dalam benfuk nang. Apabila sama scperti
investasi konvensional lainnya, artinya ada penghasilan yang
bisa dikenakan pajak.

“Nantikita apakan? Oh memajakinya begini, nanti kita
poton atan kita pungut misalnya. Jadi kam sckarang
sedang betul-betul mendalminya. Jad agaimana
pemajakannya yaitu sama sepert penerima penghasilan
yang lain." jlasnya

Namun Suryo menambahkan, Ditien Pajak perln melihat
model bisnis yang ad i eyplocurrency ini. Pasalna
dengan ketentuan yang ada, undang-undang (UU) yang bisa
ditorapkan adalah UU Pajak Penghasilan (PPh) atau UTI
Pajak Petarmbaban Nl (PPN).
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